GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOCR : 81 Tahun 1997
TENTANG
PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : Burat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara
Nomor ©900/B.193/BG.I1I/97 Tanggal 31 Maret 1997
Perihal mochon Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 02
Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan
cdan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Lampung Utara Tahun Anggaran 1997/1998.

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun
Anggaran 1997/1998 tersebut diatas untuk dapat
édilaksanakan perlu diberikan pengesahan sesuail
dengan Peraturan Perundang-undangan yvang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pem
bentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974
Ne.38 TLN No.3037).
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
FPengurusan, Pertanggung Jjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah (LN Tahun 1975 No.5).

o

ri Nomor 7 Tahun
ont Penyusunan Anggaran
Belania ~ah, Pelaksanaan Tata
Daerah dan Relanja Daerah.
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untuk Tahun Anggaran 1997/1998 sepanjang
Keuangan Tk II Lampung Utara memungkinkan
dengan memperhatikan azaz effisiensi dalam
pelaksanaannya.

Penyediaan kridit Anggaran pasal 2.2.1.1011
digit 90 uang penginapan Anggota Dewan
sebesar Rp. 21.000.000,- agar dipindahkan
kepasal 2.2.3.1071 digit 10,

Sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Kedudukan Ke
uangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah maka penyediaan
Kridit Anggaran pasal 2.2.1.DPRD pelaksa-
naannya disesuaikan dengan maksud Surat
Menteri Dalam Negeri tersebut diatas.

Penyediaan Kridit Anggaran 2.2.11011 digit
90 Bantuan Kesejahtraan Anggota DPRD sebesar
Rp. 57.285.000,- agar dipindahkan pada pasal
2.2.1.1010a dan dalam pelaksanaannya harus
mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Lampung.

Penyediaan kridit anggaran 2.2.1.1011 digit

90 bantuan chek up Anggota DPRD sebesar
Rp. 33.750.000,- agar dipindahkan ke pasal
2.2.1.1004a Biaya pemeliharaan kesehatan dan
dalam pelaksanaannya harus mendapat persetu-
juan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lam-

pung.

Sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tk
IT Lampung Utara Nomor : 900/200/BG.III/1997
tanggal 17 Maret 1997 mengenail Pemberian
Uang Pesangon/Uang Kehormatan bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD Tk II Lampung Utara priode
1996/1997 MA.2.2.1.1005a sebesar
Rp.123.660.000.- dapat disetujui untuk Tahun
Anggaran 1997/1998 sepanjang Keuangan Pemda
Tk II Lampung Utara memungkinkan.

Penyediaan kridit Anggaran Pasal 2.2.3.1049
Pengelola Komputer Gaji dan Operator Kompu
ter Pembukuan dan Pengelola Kartu Gaji
sebegar Rp. 34.250.000,- agar dipindahkan ke
pasal 2.2.3.1011 digit 10.

Penyediaan kridit Anggaran 2.2.3.1049 untuk
Pengelolaan Administrasi Kartu Gaji sebesar
Rp. 11.000.000,- agar dipindahkan ke pasal
2.2.3.1011 digit 11.



9. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
161/072/PUOD/1997 tanggal 13 Januari 1997
tentang Program Pembekalan Anggota DPRD
untuk tahun anggaran 1997/1998 agar dia-
nggarkan pada pos Sekretariat DPRD pada
Pasal 2.2.1.1013 digit 60 Maximum sebesar
Rp. 100.000.000,-

Keempat : Belanja Pembangunan

1. Pada Anggaran Management contoh A/l Penjabaran
APBD Dati II Lampung Utara TA. 1997/1998 pada
kolom 3 (tiga) Anggaran Pembangunan harus di
uraikan target/sasaran proyek baik fisik
maupun non fisik, volume kegiatan agar dirinci
sehingga jelas sasaran proyek yang bersangku-
tan.

2. Sesual Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10
A Tahun 1995 tentang Pembangunan Sistim Komu-
nikasi Departemen Dalam Negeri (Siskomdagri)
dan 5 A Tahun 1995 tentang penyertaan Pemda
Tingkat I dan Tingkat II dalam Pembangunan
Sistim Komunikasi Departemen Dalam Negeri dan
Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
Nemor 917/479/10/97 Tanggal 11 Maret 1997
Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tingkat 1II
Lampung Utara TA. 19297/1998, dalam rangka
menunjang penyelenggaraan Pemilu 1997 agar
Proyek Penyertaan Modal Lampung Utara (pasal
2P.0.5.2.01.002) dalam Siskomdagri ditambah
menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus
lima puluh juta rupiah).

3. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
050/1018/1997 Tanggal 14 Maret 1997 Perihal
Peningkatan Pemanfaatan Program Data Pokok
Pembangunan Daerah untuk Tahun Anggaran
1997/1998 agar dianggarkan melalui alokasi
Inpres Daerah Tingkat II sebesar
Rp. 50.000.000,-( lima puluh juta rupiah ).

4. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
414.2/046/PUOD Tanggal 14 Januari 1997 Perihal
Pelaksanaan Bantuan Kecamatan TA. 1997/1998
agar dapat dianggarkan melalui komponen ban-
tuan umum Inpres bantuan umum Pembangunan
Daerah Tingkat II telah dialokasikan dana
bantuan Kecamatan ditunjuk sebagai unit pe-
nanggung jawab adalah kantor PMD Kabupaten
Dati II Lampung Utara.
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5. Sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Lampung Nomor 521.22/378/Bappeda/97
Perihal Program Pemerintah untuk Inpres Dati
I1 salah satu upava meningkatkan pendapatan
petani singkong adalah menyumbangkan diversi-
fikasi produk singkong dari singkong basah
menjadi gaplek dengan mengadakan oven chip
yang dapat menghasilkan gaplek/chip berkuali-
tas export untuk TA. 1997/1998 agar di
anggarkan melalui Inpres Dati II sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

6. Proyek Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP)
dan Proyek Penyediaan Pengeloclaan Air Bersih
(P2AB) semula pada program Tata Kota, Tata
Daerah dialihkan ke Program Penyehatan Ling-
kungan Pemukiman, dan secara jelas dicantumkan
rupiah murni (RPM) dan Bantuan Luar Negeri
{BLN).

7. Proyek Penyediaan Pengelolaan Air Bersih
(P2AR) semula tertulis unit penanggung jawab
adalah PDAM agar dialihkan ke Dinas PU. Cipta
Karya Tingkat II sesuai dengan petunjuk Men-
teri Dalam Negeri No. 050/85/Bangda tanggal 14
Januari 1997.

8. Proyek Administrasi Penunjang Bantuan P3DT-
IBRD dianggarkan tertulis Rp. 129.150.000,-
seharusnya Rp. 144.000.000,- sesuai dengan RDI
(DURP) .,

9. Proyek Administrasi Pengendalian Penghijauan
dan Dampak Lingkungan dianggarkan tertulis
pada Form a2/P sebesar Rp. 26.710.725,- sehar-
usnya Rp. 26.711.000,- sesuai dengan RDI
(DURP).

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
907/464/PUOD Tanggal 3 Pebruari 1997 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tingkat I dan Tingkat II
Tahun Anggaran 1997/1998 dan Surat Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor :
917/479/10/1997 Tanggal 11 Maret 1997 Perihal
Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tingkat II Lampung
Utara Tahun Anggaran 1997/1998 hal-hal yang belum
tertampung dalam APBD Daerah Tingkat II Lampung
Utara agar dapat menyesuaikan dengan keputusan
tersebut diatas.

Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara Tahun
Anggaran 1997/1998 adalah pengesahan terhadap
Peraturan Daerah, Daerah Tingkat II Kabupaten



Lampung Uutara Nomor 02 Tahun 1997 berser;a lam-
piran~lampirannya, dengan perubahan seperti dalam
diktum-diktum tersebut diatas, dengan catatan
semua Jjenis penerimaan dan pengeluaran dapat
dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Ketujuh . Apabila Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Utara Tahun Anggaran 1997/1998 telah

melampaui masa triwulan 1I1 supaya dihindari
adanya penganggaran proyek—proyek baru mengingat
jangka waktu proses pengesahan dan pelaksanaan
sangat pendek sehingga proyek-proyek dimaksud
tidak dimungkinkan lagi dilaksanakan karena
berahirnya Tahun Anggaran.

Kedelapan . surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal

1 April 1997.

Yo/
Ditetapkan di %M§€§é§%etung.
pada Tanggal ﬁﬁﬁfégMﬁi 1997
GUBERNUR KEPALK Oafp
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Tembusan disampaikan kepada : ﬁ; ;;afz::

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

2 . Yth . Bapak Ment ri PE] encanaa

2' éﬁ?‘ gipat-Menteri Keuangan RI di Jakarta.
5 sdr. pati Kepala Daerah Tk II Lampung Utara.

Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tk II Lampung Utara.



